NOMOR -3

LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN NIAS
SERI: A

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS

NOMOR 2 TAHUN 2015
TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN NIAS

TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang

BUPATI NIAS,

a. Dbahwa sehubungan dengan perkembangan

yang tidak sesuaifl dengan | asumsl
kebijakan umum APBD, keadaan yang
menyebabkan pergeseran antara unit
organisasi, antara kegiatan dan antara
jenis belanja, keadaan yang menyebabkan
sisa lebih tahun anggaran sebelumnya

harus digunakan untuk pembiayaan

dalam Tahun Anggaran 2015, dipandang
perlu  dilakukan Perubahan Anggaran
?\31;{1;



Meungingat

bhahwa berdasarkan pertirmbangan
sebagaimmana dimaksud dalam  huruf a
perlu membentuk  Peraturan  Daerah
Kabupaten Nias tentang Perubzhan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2015;

Pasal 18 ayat (6} Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun
1956  tentang  Pembentukan  Daerah
Otonom  Kabupaten-Kabupaten  dalam
lingkungan Daerah Propinsi Sumatera
Utara  (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia  Tahun 1956 Nomor 58,
Tambabhan Lembaran Negara  Republik

Indonesia Nomor 1092);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985
tentang Pajalk Rumi Bangunan
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tabun 1985 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indeonesia
Nomor 3312), sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Uindang Nomor 12 Tahun
1994 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang
Pajak Bumi dan Bangunan {Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1994
Nomer 62, Tambahan Lembarsn Negara
Eepublik Indonesia Nomor 3569) ;




Undang-Undang Nomeor 28 Tahun 1999
tentang Penvelengg n Negara vyang
Bersth dan Bebas dart Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme Lembzuani‘.f Negara Republik
Indonesia Tahun 1299 Nomwor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003
tentang  Keuangan egara {(Lembaran
Negara Republikx Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang WNomor 1 Tahun 2004
tentang Perbendaharaan Negara
{Lembzran Negara Republik Indonesia
Tabun 2004 MWenor %, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004
tentang Pemeriksaan Pengelolaan dao
Tanggungjawab Keuangan - Negara
(Lembaran Negara Republik [ndonesia
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara l?gepublik Indonesia
Nomeor 4400);

Undang-Undaig Nam&r 25 Tahun 2004
tentang Slbtlm Perencanaan Pembangunan
Hasivii Cembaran Negara Republik
ndonesiz  Tahun »Lwﬂé Memnor 104,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indoas sz Homor 4472 i)%;




Undang-Undang Noemor 33 Tahun 2004
tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah  |Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tamhbahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4438);

;2

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009
tentang Pajak Daerah dan Reiribusi
Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nemor 130,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5049

11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentulcan Peraturan
Ferundang-undangan {Lembaren Negara

Republik Indenesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5495});




13, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintchan Daerah {Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik  Indonesta  Nomor 5587},

sebagaimana telah -d.i:ﬁbah beberapa kali

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

Atas Undang-Undang MNomor 23 Tahun

2014 tentang Pemerintahan  Daerah

(Lembaran Negara Republik Indoensia

Tahun 2015 Nomor 246, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5589); " -

.Undang-Undang 1 Tahup 2015
tentontz Pevstapan Pefaturan Pemeriniah
Pengganiti Undang-Undang Nornor 1 Taiun
2014 tentang Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati dan  Walikota
meniadi Undang-Undang {Lembaran

Nomor 23], scbagai a telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun
2015 tentang Perubahan Atas Undang-

Penetapar Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomeor 1 Tahun
2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati
dain  Wtibeta menjadi  Undang-undarng
(Lembaran Negara R:zuhbliz Indonesia
Tahun 2015 Nemor 57, Tambahan
icmtzrosn  Megsra  Republik Indonesia
Nomor 567 5}; |




15. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2015
tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun
2015;

. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun
2004 tentang Kedudukan Protokoler dan
Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Teahun 2004
Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara
Republik  Indonmesia  Nomor 4416,
sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan
Ketiga atas Peraturzn FPemeriniah Nomor
24  Tanun 2004 tentang Kedudukan

Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 47 12);

.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun
2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Badan Layanan Umum [Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomer 4502},




. Peraturan Pemerintah ;1 Neomeor 54 Tahun
2005 tentang Pinjarn: 1 Daerah (Lenbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara
Republil Indonesia Nomor 4574}; '

.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahuxn
2005 fentang Dana Perimbangan
{Lembaran Negara l%e'pubh'k Indonesia
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4575); ‘

 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun
2005 tentang Sistem Informas: Keusmgan
Daerah  {Lembaran JN(,gara Republik
Indonesia  Tahun 2005 Nomor 138,
Tanbehan Lembaisn MHegara ®Republik
Indonesia Nomor 4576);

.'

. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun
2005 tentang Hibah (Lembaran Negara
Republik Indonesia ahun 2005 Nomor
139, Tambahazn Lc—:mbaran Negara

Republik Indonesia No :]or 4577%;

.Peraturan Pemerinfah

2005  tentang Pen'

Daerah  {Lembaran Negara

Indonesia Tahun 2005 Nowmor 1
' -J‘. Negara Republik

1‘ |




23. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun
2005 tentang Pedoman Penvusunan dan
Penerapan Standar Pelayanan Minimal
(Lembaran Negara = Republik Indonesia
Tahun 2005 Nemor 150, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nornor 4585);

. Peraturan Pemerintah Nomeor 79 Tahun
2005 tentang Pedoman Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah ({Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor
165,  Tambahanr  Lembaran  Negara
Republik Indonesia Nomor 4593);

.Peraturan Pemerintalh Nomor 8 Tahun
2000 tentang Felaporan Xeuangan dan

Kinerja Instansi Pemerintah  (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4€ 145

. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun
2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan  Daerah  Provinsi  dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
(Lembaran Negara Republik Indenesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambanan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4737);




. Peraturan Pemerintalh Nomor 41 Tahun
2007 tentang Organisasi Perangkat Daeraly
{Lembaran Negara Repubiik indonesia
Tahun 2007  Nomor 8¢ Tambahan
Lembaran Negara R ik Indonesia
Nomor 474 13; "

. Peraturan Pemerinfah“i Nomor 71 Tahun
2010 tentang Standar  Akuntans:
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun ; P 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5165);

;. Peraturan Femerintah  Nomor Z Tanugn
2012 tentang Hibah (Lembaran

Homor &, Tambahan| Lembayan Hegars
Republik Indonesia Nomor 5272);

.Peraturan Pemerintah \i Nomer 43 Tahun
2014 tentang Peraturan Pejaksanaan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa {Lex Negara Republik
Indonesia  Tahun }i4  Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indenesia Nomor 5539);




31.Peraturan Pemerintah Nomor ©0 Tahun
2014 tentang Dana Desa vang bersumber
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara  (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 168,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5558}, sebagaimana telah
diubahh dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 60
Tahun 2014 tentang Dana Desa yang
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja  Negara  {Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 88,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5694},
. Peraturan Fresiden Nomor 54 Tahun 2010
tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah, sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang
Perubahan Keempat atas Peraturan
Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pedoman Pengadaan Barang,;Jasa
Pemermtah,

. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2015
tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 56);




34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Kenangan Daerah, sebagaimana telah
diubah beberapa kaﬁ terakhir dengan
Peraturan Mentesri Dal o Negeri Nomeor 21
Tahun 2011 tentangE Perubahan Kedua
Atas Peraturan Mentert Dalam  Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

engelolaaa Keuangan Daerah;

. Peraturan Menteri Daiam Negeri Nomor 32
Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian
Hibah dan Bantuan 308131 yang bersumber
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah,  sebagaimana  telah  diubah
terakinr dengan Peraturan Menteri Dalam
Negsrs Meomor 39 Tim n 2012 | fentang

Perubaban atas Peraturan Menten Dalar
Negeri Nomor 32 T#mn 2011 tentang
Pedoman Pemberian Hibah daun Bantuan
Sosial yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daeraly;

36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1
Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daeral; |'

_Peraturan Menteri Dalarn Negerd WNomor 37

Tahun 2014 tenteng Pedoman Penyusunan

Angearan Pendapatan dan Belanja Daeran

Tobhvo Aneoaran 2015
o

8. Perzturan Menteri Dajagn ez Wamnnoy 1132
Tobun 2014 tentang }n&elolaan Keuvangan
Deos (Zeritan Meowe | Republic Indonesia
Tahun 2014 Normor | )U‘_)_@

11




. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44
Tahun 2013 tentang Pengelolaan Dana
Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Walkal
Gubernur, Bupau dan Waldl Bupafi serta
Walikota dan Wakil Walikota;

C. Peraturan  Menteri  Keuangan — Nomor
92/PMK.O7 /2015 tentang Pelaksanaan Dana
Alokasi Khusus Tambahan pada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun
Anggaran 2015;

| Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor
5 Tahun 2008 tentang  Urusan
Pemermtanan Wwajib dan Puthan yang
menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah
Kabupaten Nias (Lembaran  Daerah
Kabupaien Nias Tahun 2008 Nowmor 12
Seri E};

. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor
7 Tahun 2011 tentang Pokok - Pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaiten Nias Tahun 2011
Nomor 7 Seri EY;

3. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor

13 Tahun 2011 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kahupaten Nias Tahun 2011-2016
(Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun
2011 Nomor 13 Seri E);

. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 3
Tahun 2013 tentang Kedudukan Keuangan
Kepaia Desa dan Peranglkat Desa (Lemnbaran
Daerah Kabupaten Nias Nomor 3 Ser: E);

12




. Peraturan Daerah Kalﬁlpaten Nias Nomor
4 Tahun 2013 teutané Pengelolaan Dana
Bergulir vang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan  Belanja Daerah
Kabupatern Nias (Lembaran  Daerah
Kabupaten Nias Tahun 2013 Nomor 4 Seri
E) l

. Peraturan Daerah Ka hpaten Nias Nomeor
5 Tahun 2014 tentang Anggaran
Pendapatan  dan  Belanja  Daerah
Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2015
{(Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun
2014 Nomeor 5 Seri 81,

. Peraturan Bupati Nias Nomor 4 Tahun 2013
tentang Penetapan A:gdemi Keperawatan
Caunungsitoll  Pewneniah  Kabupaten Hiss
Sebagar Umnit Pelaksana Teknis Dinas
Pendidikan Kabupaten Nias (Berita Daerah
Kabupaten Nias Nomor 4 Seri: E);

.Peraturan Bupati Nias Nomor 35 Tahun
2013 tentang Sistern dan Prosedur
Pengelolaan Keuangan Daerah {Lembaran
Daerah Kabupaten Nias Tahun 2013
Nomor 215 Seri E);

2013 tentang Kebijakan  Akuntansi
Keuangan Daeraly Kabupaten Nias (Berita
Daeras:  Fzlnipaten @iaa Tabhun 2013
Nomor 216 Seri A); y

Peraturan Bupati Nie§ Nomer 36 Tahumn




50, Peraturan Bupati Nias Nomor 10 Tahun 2014
tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah
(RKPD) Kabupaten Nias Tahun 2015 (Benta
Daerah Kabupaten Nias Tahun 2¢14 Nomor
10 Seri Ej;

. Peraturan Bupati Nias Nomor 22 Tahun 2014
tentang Pembentukan Organisasi Badan
Penigelolaan  Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Nias (Berita Daerah Kabupaten
Nias Tahun 2014 Nomor 22 Seri Ej;

. Peraturan Bupati Nias Nomor 28 Tahun 2014
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan
dan Belangya Daerah Kabupaten Nias Tahun
Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten
Nias Tahun 2014 Nomor 28 Seri A),
scbagaimena telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Bupati Nias Nomor
12 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga
atas Peraturan Bupati Nias Nomor 28 Tahun
2014 tentaslg  Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Nias Taun Anggaran 2015 (Berita Daerah
Kabupaten Nias Tahun 2015 Nomor 12 Seri
A

Dengan Fersetujuan bersama
DEWAN PERWAKILAYN RAKYAT DABRAN KABUPATER NIAS
dan
RBUPATI WNIAS




MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA , DAERAH
KABUPATEN NIAS TAHUN ANGGARAN
2015.

as T h Ak

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias
Tahun Anggaran 2015 semula berjumlah Rp.
602.165.719.807,- bertambah sejumlah Rp. 180.203.728 877 -
sehingga menjadi Rp.782.369.448.684,- dengan rincian sebagai
berikut :
1. Pendapatan
a. Ceimnula Ep. 5¢0.202.399.525,
b. Bertambah Rp. 127.477.887.020,-
Jumlah Pendapatan setelah

perubahan Rp. 688.340.279.545,-
2. Belanja
1) Semula Rp. 602.165.719.807,-

2) Bertambah Rp. 180.203.728.877.-
Jumlah Belanja setelah

perubahan Rp. 782.369.448.684 -
Defisit setelah Perubahan (Rp. 94.029.169.129.-}

3. Pembiayaan
2. Penerimaan

o Senania Rp. "47.798.3
2} Bertamnbab Ky $8.546.841 743 -

Jumdah Penernnaan

setelah perubahan Rp. 106.345.185 438 -



b. Pengeluaran .
1} Semula Rp. 1.000.000.000,-
2) Bertambah RpMATNTALET 0,-
Jumlah Pengeluaran o
sefelah perubahan - Rp. _1.000.000.000,-
Jumlah Pembiayaan Netto
setelah perubahan Rp. 105.345.185.438,-
SILFA tahun berkenaan
sebelum perubahan
1} Semula Rp. 5.495.0106.414,-
2) Bertambah/
{berkurang) Rp. 5.820.999.885,-
SILPA tahun berkenaan
sebelum perubahan Rp. 11.316.016.299,-

Pasal 2

{1} Pendapatan Dacrah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1

terdiri darti:
a. Pendapatan Asli Daerah
1) Semula Rp. 63.227.700.000,-
21 Pertambah Rp. 5.130.129.185,-
Jumlah Pendapatan Asli Daerah
setelah perubahan Rp. 68.357.829.183,-

. Dana Perimbangan
1} Semula Rp. 461.201.593.000,-
2} Bertambah /
{berkurang} Rp. ©67.547.892.000,-
Jumilah dana perimbangan
setelah perubahan Rp. 528.849.485.000,-




c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang S
1} Semula Rp. 36.333.099.525.-
2) Bertambah/
(berkurang) Rp. 54.799.8065.837.-
Jumlah Lain-lain Pendapatan Daeral yang
sah setelah perubahan RpL 91.132.965.362,-
Pendapatan Asli Daerah sebagaimana .%ﬂimalszsud pada ayat
(1) huruf a terdiri dari pendapatan:
a. Pajak Daerah
1} Semula Rp.
2] Bertambah Rp. 210.000.
Jumlah Pajak Daerah setelah
perubahan p.  4.413.000.000,-
. Restribusi Daerah |
1} Semula Rp. 1.868.200.000,-
?) Bertambah '
Berkurang! R, 433.245.413,
Jumlah Retribusi Daerah setelah
perubahan Rp. 2.301.445.413,-
. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang diptsahkan
1] Semula Rp. 10.300.000.000,- !
2] Bertambah Rp. {437 .077.740,-)
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah
yang dipisahkan Rp. 9.862.922.260,-
. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah
1} Semula Rp. 46.856.500.000,-
2) Bertambah Rp. 4.923961.510,-
Jumlah Lain-lain Pendapaten Asli Daerah setelah
perubahan Rp. 51.780.461.510;-
||




(3} Dana Perimbangan sebagammana dimaksud pada ayat (1)
huruf b terdiri dari jenis pendapatan;
a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak
1} Semula Rp. 10.895.000.000,-
2} Bertambah/
(berkurang} Rp. 754.062.000.-
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak,/Bagi Hasil
Bukan Pajak setelah Perubahan Rp. 11.679.062.000,-
. Dana Alokasi Umum
1) Semula Rp. 365.879.173.000,-
2) Bertambah/
(berkurang) Rp. Q,-
Jumlali Dana Alokasi Umum
setelah perubahan Rp. 365.879.173.000,-
. Dana Alokasi Khusus
1} Semula Rp. 84.527.420.000,-
2} BRertambali/
icerkurang) Rp. 06.763.830.000,-
Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah
perubahan Rp. 151.291.250.000,-

Lain-lain Pendapatan Dacrah yang sah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ terdiri dari jenis
pendapatan:
a. Pendapatan Hibah

1} Semula Rp. 0,-

2} Bertambah/

{berkurang) Rp. 8.946.363.000,-
Jumlah pendapatan hibah setelah
perubahan Rp. 8. 946 363.000,-




. Dana Bagi Hasil Pgjak dari Provi%isi dan Pemerintah
Daerah lainnya ; i
1) Semula Rp.  2.500.000.000.-
2) Bertambah Rp. 7.690.852 362 .-
Jumlah dana bagi hasil pajak i
setelah perubahan

1y Semula
2} Bertambah/ |
(berkurang} Rp. 33.813.059.475,-
Jumilah dana Penyesuaian dan Otonomi
Khusus setelah perubahan p. 67.646.159.000,-
. Bantuan Kuangan dari Provinsi dan Pemerintah Daerah
lainnya
1} Semula Rp. 0,-
2} Bertambah/ |
fperkurang Ko 4’349‘5%@@;.%});
Jumladi Banituan Kuangan Garn Frovinsi dan Pemeritah

Daerah lainnya setelah perubahan F%pw 4.349.591.000,-

Pasal 3

Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
terdiri dari: I
a. Belanja Tidak Langsung

1) Semula Rp. 235.351.318.133

2) Bertambah Rp. 71.770.113.47¢

Jumiah Belanja Tidak Langsung setelah

perubahan Rp. 307.121.431.608,-

. Betanja Langsung
1} Semula  Kg. S0€ 314401674,
%) Pertzmbsh Rp. 108.423 615.408 -
Jumiah Belanja Langsung p" |
setelah perubaliac: Rp. 475.248.017.076,-




(2} Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a terdiri dari jenis belanja:
a. Belanja Pegawai sejumiah
1} Semula Rp. 204.976.425 608,-
2) Bertambah/
(berkurang) Rp. 18.400.154.000,
Jumlah Belanja Pegawai setelah
perubahan Rp. 223.376.579.608,-

. Belanja Bunga
1) Semula Rp. 0,-
2) Bertambah/

‘berkurang) Rp. 0.-
Jumlal Belanja Bunga setelah
peiubalian

. Belanja Subsidi
1} Semula Rp
2} Beriambal/

(berkurang; Rp.

Jumlah belanja subsidi setelah
perubahan Rp.

1, Belanja Hibah
1} Semula Rp. 7.497.000.000,-
21 Bertambah/
(berkurang) Rp. 19.8535.500.000.-
Jumlah Belanja Hibah setelah
perubahan Rp. 27.332.500.000,-

. Belanja Bantuan Sosial
1} Semula Rp. 120.000.000,-
2} Bertambah Rp. 0,-
Jumish Belanja Bantuan Sosial
setelah perubahan




f. Belanja Bagi Hasil
1) Semula Rp.
2) Bertambah/
(berkurang} Rp.
Jumlah Belanja Bagl Hasil
setelah perubahan
. Belanja Rantuan

Partai Politik |
1) Semula Rp. 21.328.392.525.-
2) Bertambah/ i
(berkurang) Rp. 34.334.459.47
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan ‘jsetelah
perubahan Rp. 55.662.852.000,-
. Belanja Tidak Terduga |
1} Semula Rp. 1.429.500.000,-
2} Rertambal / Il
‘erkurang) Ro. {aoo.ﬂao.@ﬁdi;rﬂ
Jumlah Belanja Tidak Terduga |
setelah perubahan 629.500.000,-
|
Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat {1j
huruf b terdiri dari jenis belanja:
a. Belanja Pegawaj I
1) Semula Rp. 50.944 368.300,-
2} Bertammbah Rp. 35.509.764.760,-
Jumiah Belanja Pegawai setelah fl
perubahan Pq‘ 56.454.133.060,-
T

. Belanja Barang dnn lTasa i
1) Semula Rp. 143.614.772 491 .-
2} Bertambah Bp. 33.404.841.37%,

Jumial: Belaniz Barang dan Jasa |
setelah perubahian Rg, 177.216.620.8686,-




. Belanja Modal
1} Semula Rp. 172.055.253.883,-
2} Bertambah Rp. 69.957.629.267 .-
Jumlah Belanja Modal setelah
perubahan Rp. 242.012.883.150,-

Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal |
terdiri dari:
a. Penerimaan Pembilayaan Daeral

1} Semula Rp. 47.798.343.696,-

2} Bertambah Rp. 58.546.841.742,-

Jumlah Penerimaan Pembiayaan

Daerah setelah perubahan Rp. 106.345.185.438,-
b. Pengeluaran Pembiavaan Daerah

1} Semtila Rp. 1.000.000.000,-

2} Bertambah/

(hekurangl Rp. 0,-
Jumlah Pengeluaran Pembiaysan Daerah
setelah perubahan Rp.  1.000.000.000,-

Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1} huruf a
terdiri dari jenis pembiayaan:
a. SIiLPA tahun anggaran sebelumnya
i1 Semula Rp. 43.828.835.513.-
2} Bertammbah Rp. 58.404.341.742,-
Jumlal SiLPA tahun anggaran sebelumnya setelah
perubahan - Rp. 102.233.177.255,-

. Pencairan Dana Cadangan
1} Semula Rp. : 0,~
2} Bertambah/
{berkurang) Rp. : sl
Jumlah Pencairan Dana Cadangan setelah
verubahan Bp.




. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah y)émg dipisahkan
1} Semula Rp. i
2) Bertambah/ '

(berkurang) Rp. LO
Jumlah hasil penjualan kekayaan ﬁelah yang
dipisahkan setelah perubahan R

' |

. Penerimaan Pinjaman Daerah
1) Semulia Rp.
2) Bertambah/ “
[berkurang} Rp.
Jumlah Penerimaan Pinjaman Dae setelah
perubahan |

. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman
1) Semula Rp. 0,-
2y Bertamhakh ¢ I
{perkurang)  Xp. 0,-
Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman
setelah perubahan Rp 0,-

1} Semula Rp. 3.969.508.1

2) Bertambah/
(berkurang}  Rp. a}
Jumlah Penerimaan Piutang Daerah setelah

perubahan Rp. 3.969.508. 183 -

Penerimaan Piutang Daerah %
3,-

Penigeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurui b
terdul dari jenis ppmmavaa.n }‘

1 Semula Rp. 10,-
2) Bertambadn/ %
(berkurangl  Rp. 0,
Jumlah Pembentukan Dana Ladangzén setelah
perubahan Rp.
23 "
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b. Penyertaan Modal (Investasij Pemerintah Daerah
1} Semula Rp.  1.000.000.000.-
Z2) Bertambah/
{berkurang} Rp. Q,-
Jumlah Penyertaan Modal (Investasi) Pemernintah
Daerah setelah perubahan Rp. 1.000.000.000,-

~. Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang jatuh tempo
1) Semula Rp. 0,-
2) Bertambah/
{(berkurang] Xup. Q,-
Jumlah Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang jatuh
tempo setelah perubahan Rp. Q,-

. Permiberian Pinjaman Daerah dan Obligasi
1} Semula Rp. 0,-
2} Bertambah/
{berkurang) Rp. 0,-
Jumlah Pemberian Pinjeman Daerzh dan Obiligasi
seielah perubahan Rp. 3,-

Pasal 4

{raian lebih lanjnuf Perubahan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1,

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yvang tidak

terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari :

1. Lampiran 1 Ringkasan Perubahan APBD;

2. Lampiran I  Ringkasan Perubahan APBD menurut
Urusan Pemerintahan Daerah dan
Organisasi SKPD,

3. Lampiran Il  Rincian Perubahan APBD menurut Urusan
Pemerintahan Daerah, Organisasi SKEPD,
Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

4. Lampiran IV Rekapitulasi Relanja menurut Urusan
Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD,
Prog: am dan Kegiatan;
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Lampiran V. Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah
untuk  Keselarasan dan  Keterpaduan
Urusan Pemerintahan Daerah, dan Fungsi
dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan
Daerah; ui.

Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per
Golongan dan Pec Jabatan;

Lampiran VII  Laporan Keuangan Pemerintah Daerah vang
telahn ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

Lampirvan VIII Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran
sebelumnya yang belum diseslesaikan dan
dianggarkan kembali dalam tahun anggaran
ini;

Lampiran iIX Daftar Pinjaman D %an dan Obhgacu
Daerah

4}.
Pasal 5 |

|}

Bupati Nias menetapkan Peraturan tentang Peﬁ_}aoal an
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Bel%n}a Daerah sebagai
landasan operasicnal pelaksanaan.

Pasal 6 1

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal divndangkan.




- Agar setiap Orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah inl dengan penempatannya
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Hizs.

Datetaplzan & Cunungsitoli Selatan
pada tanggal 12Oktober 2015

BUPATI NIAS,
ttd
SOKHIATULO LAOLE

Diundangkan di Gunungsitoll Selatan
oada tangeal 12 Oktober 2015

SEKRETARIS DAE K}BUPAT EN NIAS,
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YANUS LARCGSA
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